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 RINGKASAN 

 Penyelenggaraan  Pemilhan  Umum  merupakan  wujud  pelaksanaan  kedaulatan 
 rakyat  sebagaimana  yang  diamanahi  oleh  Pasal  1  ayat  UUD  1945.  Pemilu  sebagai 
 sarana  bagi  rakyat  agar  dapat  mengartikulasikan  aspirasi  dan  kepentingan  dalam 
 kehidupan  bersama.  Masyarakat  dapat  memilih  wakil-wakil  mereka  yang  akan 
 duduk  di  parlemen  sebagai  anggota  legislatif  atau  pemimpin  eksekutif  melalui 
 pemilu.  Sistem  pemilu  merupakan  wujud  dari  demokrasi  perwakilan  ,  secara 
 sederhana  diartikan  sebagai  penyaluran  kedaulatan  rakyat.  Indonesia  merupakan 
 salah  satu  Negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  dalam  menjalankan 
 pemerintahannya.  Tanpa  adanya  kelengkapan  informasi  dan  pengetahuan  yang 
 menyeluruh  akan  seorang  wakil  rakyat  maka  terbuka  peluang  kemungkinan 
 munculnya sosok yang tidak mewakili pilihan rakyat. 

 Sistem  pemilu  Indonesia  memang  tidak  diatur  dalam  konstitusi.  alah  satunya 
 adalah  dalam  Putusan  MK  Nomor  47/PUU-XVII/2019  yang  menyatakan  secara 
 konstitusional  Undang-Undang  Dasar  1945  tidak  menentukan  model  sistem 
 pemilihan  umum.  Penentuan  terhadap  sistem  pemilu  yang  akan  digunakan 
 merupakan  ranah  pengaturan  undang-undang  sebagai  pelaksanaan  UUD  1945. 
 Mahkamah  Konstitusi  telah  membuat  putusan  atas  Perkara  No. 
 114/PUU-XX/2022  tentang  Pengujian  Materiil  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 
 2017  tentang  Pemilihan  Umum,  terkait  sistem  pemilu.  Pertama,  putusan  ini  lahir 
 ketika  indeks  kepercayaan  publik  terhadap  MK  untuk  pertama  kalinya  dalam 
 sejarah  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  .  Padahal,  kita  tahu,  MK,  dan  juga 
 KPK  ,  dua  lembaga  yang  lahir  sesudah  proses  Reformasi,  biasanya  selalu  tinggi 
 survei  kepercayaan  publik.  Itu  sebabnya,  di  tengah  melemahnya  tingkat 
 kepercayaan  publik,  putusan  MK  yang  tetap  konsisten  menjadikan  sistem  pemilu 
 sebagai  ranah  open  legal  policy  patut  diapresiasi.  Kedua,  putusan  MK  ini 
 mengukuhkan  pandangan  bahwa  isu  pilihan  sistem  pemilu,  dalam  hal  ini 
 proporsional  terbuka  ataupun  tertutup,  bukanlah  termasuk  isu  konstitusional. 
 Ketiga,  ketika  putusanMK  ini  diambil,  sebagian  karena  tahapan  pemilu  telah 
 dimulai,  dan  proses  administrasi  kepemiluan  juga  sudah  berjalan.  Jika  sampai 
 sistem  pemilu  diubah  di  tengah  jalan,  ini  bisa  menimbulkan  kekacauan  politik  dan 
 ketatanegaraan. 

 Sebagai  pilihan  pembentuk  undang-undang  tetap  terbuka  kemungkinan  untuk 
 disesuaikan  dengan  dinamika  dan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemilu.  Kelemahan 
 sistem  proporsional  tertutup.  Pertama,  sistem  proporsional  tertutup  mengurangi 
 interaksi  dan  intensitas  kader  partai  dengan  pemilih.  Kedua,  proporsional  tertutup 
 acapkali  membuat  caleh  enggan  berjibaku  dalam  mengkampanyekan  dirinya  dan 
 partai.  Lagi-lagi  penyebabnya,  kecenderungan  cara  pandang  yang  bakal  terpilih 
 caleg  prioritas  dengan  nomor  urut  satu.  Ketiga,  sistem  proporsional  tertutup 
 cenderung  kurang  sesuai  untuk  partai  baru  dan  partai  kecil  yang  belum  terlalu 
 dikenal.  Keempat,  bakal  membuat  penguatan  kelompok  oligarki  di  internal  partai 
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 politik.  Proporsional  terbuka  cenderung  menyebabkan  pemilih  figur  kandidat 
 ketimbang  tautan  partai,  serta  lebih  mengandalkan  figur  ketimbang  menguatkan 
 sistem kepartaian. 

 Sistem  pemilihan  umum  merupakan  pengejawantahan  paling  konkret  dari 
 pelaksanaan  demokrasi.  Oleh  karena  itu,  pekerjaan  rumah  terbesar  adalah 
 bagaimana  membangun  sebuah  sistem  pemilu  yang  dapat  menguatkan  keberadaan 
 nilai-nilai  dan  institusi  demokrasi  serta  kelanjutan  pelaksanaan  demokrasi  itu 
 sendiri.  Sistem  proporsional  terbuka  memiliki  beberapa  dampak  positif  bagi 
 keberadaan  partai  politik  khususnya  terkait  demokrasi  internal,  kelembagaan  dan 
 pelaksanaan  fungsi  partai  politik.  Sistem  ini  jauh  dari  anggapan  akan  melemahkan 
 partai  politik.  Sebaliknya  sistem  ini  berpeluang  besar  dalam  mempertahankan 
 demokrasi  internal  partai  dan  menguatkan  kelembagaan  partai  serta  mendorong 
 pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik. 
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 ABSTRAK 

 Sistem  pemilu  merupakan  wujud  dari  demokrasi  perwakilan  (representative 
 democracy.  Jenis  Penelitian  hukum  normative,  penelitian  deskriptif.  teknik 
 pengumpulan  Bahan  Hukum  dengan  cara  menginventarisikan  bahan  hukum 
 primer,  sekunder,  dan  tersier.  metode  analisis  yang  digunakan  yaitu  menelaah 
 peraturan  perundang-undangan  yang  dimaksud.  Kelemahan  sistem  proporsional 
 tertutup.  Pertama,  sistem  proporsional  tertutup  mengurangi  interaksi  dan  intensitas 
 kader  partai  dengan  pemilih,  caleg  enggan  berjibaku  dalam  mengkampanyekan 
 dirinya  dan  partai  dan  cenderung  kurang  sesuai  untuk  partai  baru  dan  partai  kecil 
 yang  belum  terlalu  dikenal.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 
 114/PUU-XX/2022  menolak  pemilu  tahun  2024  menganut  sistem  pemilu 
 proporsional  tertutup  karena  yang  menentukan  system  pemilu  yang  dianut  adalah 
 tertuang  dalam  kebijakan  pembentuk  undang-undang  bukan  urusan  konstitusi. 
 Sistem  Pemilu  proporsional  terbuka  secara  demokrasi  lebih  berarti  pada  yang 
 tertutup,  karena  baik  partai  politik  maupun  para  calon  legislative  dan  masyarakat 
 umum  lebih  diuntungkan  dengan  system  pemilu  proporsional  terbuka  disbanding 
 dengan tertutup. 

 Kata kunci : Pemilu tertutup, Pemilu terbuka, pemilu proporsional terbuka 
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